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WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR ’rr TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai

dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit kerja, antara kegiatan
dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk
pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Palembang Tahun 2013 yang sebelumnya telah diatur dengan
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2012;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat I dan Kotapraja di Sumatera Selatan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomeor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821};

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851); ®

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program

Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3952);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355j;




6. Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah -
dan Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan Atas  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4090);

12 .Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574};

14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);




16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Kenangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011;

21.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Daerah
Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 35}, sebagaimana telah
diubah dengan Perda Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007
(Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2};

22 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang (Lembaran
Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 1} sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor
7 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005

Nomor 7};

23.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomof 6 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran
Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6};

24 . Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor & Tahun 2008
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli (
Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8);

25.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2012
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun
2012 Nomor 14).




Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
Dan
WALIKOTA PALEMBANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
semula berjumlah Rp.2.563.208.965,00 bertambah sejumlah
Rp.264.348.733.278,64 sehingga menjadi Rp.2.827.557.698.278,64
dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan: ’
a. Semula Rp. 2.532.345.000.000,00
b. Bertambah  Rp. 89.833.061.424.,70
Jumlah Pendapatan setelah perubahanRp. 2.622.178.061.424,70

2. Belanja:
a. Semula Rp. 2.563.208.965.000,00
b. Bertambah Rp. 264.348.733.278.64
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp.2.827.557.698.278.64
Defisit setelah perubahan (Rp. 205.379.636.853,94)

3. Pembiayaan:
a. Penerimaan
1) Semula Rp. 111.952.289.000,00
2) BertambahRp. 169.066.660.317.83
Jumlah Penerimaan
setelah perubahan Rp. 281.018.949.317,83

b. Pengeluaran
1} Semula Rp. 81.088.324.000,00

2} Berkurang (Rp. 5.449.011.536.11)

Jumlah Pengeluaran
setelah perubahan Rp. 75.639.312.463.89
Jumlah Pembiayaan Netto 5
setelah perubahan Rp. 205.379.636.853.94
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan setelah perubahan Rp. NIHIL

Pasal 2

Penyertaan Modal pada perubahan APBD Kota Palembang TA 2013
bekurang sebesar Rp.13.088.324.000,00 dengan rincian Penyertaan
Modal kepada PT SP2J Kota Palembang yang semula sebesar
Rp.56.088.324.000,00 menjadi Rp.43.000.000.000,00




Pasal 3

(1) Dalam Keadaan Darurat setelah perubahan APBD, Pemerintah
Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya yang selanjutnya dicantumkankan dalam Laporan
Realisasi Anggaran, atau dengan menggunakan Belanja Tidak
Terduga

{2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-
kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya
Tidak diharapkan terjadi secara berulang
Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah ; dan.
Memiliki dampak yang signifikan terhadap Anggaran dalam
rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat

oo

(3} Pengeluaran Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
termasuk belanja untuk keperluan mendesak, dengan kriteria
sebagai berikut:

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah
dan Masyarakat

Pasal 4

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri
dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran [II Rincian Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan
Kegiatan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah, dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Daerah;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan
per Jabatan;

7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah yang telah ditetapkan

‘ dengan Peraturan Daerah;

8. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran berkenaan ini; dan

9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;




Pasal 5

Scbagai landasan opcrasional peclaksanaan, Walikota Palembang
mcnetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah APBD Tahun Anggaran 2013.

Pasal 6

Pcraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, mcemerintahkan pengundangan
Pcraturan Dacrah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah
Kota Palembang.

Ditctapkan di Palembang
Pada tanggal |3 oetoter 2013

WALIKOTA P MBANG,

ROMI HERTON

Diundangkan di Palecmbang
pada tanggal \}--\0 - 3013
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMIBANG,

UCOK HIDAYAT
BERITA DAERALI KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR ?‘




